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MOTTO 
 
                       
                         
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." 
 
(An-Nisa' [4]:29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ix 
 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
x 
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
  (  ُِ ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ي Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...ي Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةضوزِلافطلأا  Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
xiii 
 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbanā 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
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7.Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 وِامِدحممِلىسزلاإ  Wa mā Muammadun illā rasūl 
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 للهدمحناِبزِهيمناعنا  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
نإوِاللهِىهنِهيقشاسناسيخ  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 اىفوأفِميكناِناصيمناو  
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Wahyu Putri Kumalasari, NIM:152.111.48 “PRAKTIK PEMBULATAN 
HARGA DI 212 MART PAULAN, COLOMADU, KARANGANYAR 
(Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang 
dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan”). 
 
Penelitian ini membahas mengenai pembulatan harga yang dilakukan di 
212 Mart. Pembulatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melatih pembeli 
dalam berinfak. Kepala toko mengatakan bahwa pembulatan harga itu 
disampaikan kepada pembeli. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara tidak ada 
satupun pembeli yang mendapatkan informasi atas pembulatan harga tersebut. 
Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara pembulatan harga di 212 Mart dengan 
rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri 
perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan 
Tarif Jasa yang Diperdagangkan. 
Penelitian ini termasuk penelitian (field research) atau penelitian 
lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data 
primer yang diperoleh dari observasi secara langsung dan wawancara kepada 
kepala toko, kasir, dan beberapa pembeli 212 Mart, serta data sekunder yang 
diperoleh dari struk belanja, display harga, buku-buku yang berhubungan dengan 
objek penelitian, jurnal, dan skripsi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pembulatan harga yang terjadi 
di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar belum sepenuhnya sesuai dengan 
rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena tidak adanya 
kesepakatan dalam pembulatan harga tersebut, dan tidak sepenuhnya sesuai 
dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 
karena pembulatan harga tersebut tidak diinformasikan kepada konsumen. 
 
Kata kunci: Pembulatan Harga, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 
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ABSTRACT 
 
Wahyu Putri Kumalasari, NIM:152.111.48 “PRAKTIK PEMBULATAN 
HARGA DI 212 MART PAULAN, COLOMADU, KARANGANYAR 
(Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang 
dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan”). 
 
This study discusses the rounding of prices carried out at 212 Mart. 
Rounding is done with the aim to train buyers in alms. The head of the shop said 
that the price rounding was delivered to the buyer. Whereas based on the results of 
the interview, none of the buyers received information on the rounding of the 
price.This study examines the suitability of rounding prices at 212 Mart with the 
buying and selling pillars in the Compilation of Sharia Economic Law and 
Minister of Trade Regulation No. 35 of 2013 concerning Inclusion of Goods 
Prices and Services Rates Traded. 
This research includes field research or field research, namely research 
conducted directly in the field, with primary data obtained from direct observation 
and interviews with the head of the shop, cashier, and some buyers of 212 Mart, 
as well as secondary data obtained from shopping receipts. , price displays, books 
related to research objects, journals, and thesis. 
The results of this study indicate that the price rounding that occurs at 
212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar is not fully in accordance with the 
buying and selling pillars in the Compilation of Sharia Economic Law because 
there is no agreement in rounding the price, and not fully in accordance with 
Article 6 paragraph (4 ) Minister of Trade Regulation No. 35 of 2013 because the 
rounding of prices is not informed to consumers. 
 
Keyword: Price Rounding, Compilation of Sharia Economic Law, 
Minister of Trade Regulation Number 35 of 2013 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Fiqh Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan 
individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan Negara.1 
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain 
dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam 
rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berinteraksi, mereka dapat 
mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil 
interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka 
mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur 
permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan 
transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan 
terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.2 
Semakin berkembangnya zaman, praktik jual belipun semakin maju. Tetapi 
kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah Islam yang mana dalam 
melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat dan 
bentuk-bentuk dalam jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan. 
                                                          
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: 
Amzah, 2017), hlm. 6 
2 Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Ummul Qura, (Lamongan) Vol. 3 
Nomor 2, 2013, hlm. 59 
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Masyarakat semakin dimudahkan untuk memilih dan membeli barang baik 
jasa maupun non jasa, untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, 
masyarakat tidak hanya bisa pergi ke pasar-pasar tradisional, akan tetapi bisa 
memilih untuk pergi ke pasar-pasar modern, seperti minimarket, swalayan, dan 
supermaket. Perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional dapat 
dilihat dari cara transaksinya, pada pasar modern tidak bisa melakukan tawar-
menawar sedangkan di pasar tradisional masih bisa melakukan tawar-menawar.3 
Minimarket 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar adalah 
merek minimarket Koperasi Syariah 212. Minimarket 212 Mart menjual barang 
kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah 
tangga, alat tulis, dan lain-lain. Minimarket 212 Mart ini berbeda dengan 
minimarket lain. Bedanya adalah produknya yang halal dan apabila telah 
memasuki waktu shalat, minimarket 212 Mart ini akan berhenti beraktivitas 
sejenak untuk melakukan shalat. Minimarket 212 Mart tidak menjual rokok, 
minuman keras, alat kontrasepsi dan produk yang tidak halal. Dalam 
menjalankan bisnisnya, minimarket 212 Mart memberikan lapak kepada 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat menjual 
produknya.4 Jual beli di minimarket 212 Mart adalah jual beli dengan cara 
pembeli memilih sendiri barang di mana setiap barang sudah tertera harganya. 
                                                          
3 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 145 
4 Koperasisyariah212.co.id diakses pada 16 Mei 2019  
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Setelah pembeli memilih barang kemudian dibawa ke kasir untuk memperoleh 
total barang yang harus dibayar.5 
Munculnya pasar modern sebagai tempat alternatif baru dalam berbelanja 
juga memberikan hal baru yang terjadi dalam transaksinya. Praktik baru dalam 
jual beli yang muncul ketika masyarakat berbelanja ke pasar modern adalah 
praktik pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kasir. Praktik pembulatan 
harga ini juga terjadi di minimarket 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar.  
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pembeli mengatakan bahwa 
pembulatan harga itu tidak diinformasikan terlebih dahulu dan ketika membaca 
struk belanja ternyata pembulatan harga itu dimasukkan ke dalam infak yang 
sudah tertera di struk belanja. Menurut pengakuan dari kepala toko 212 Mart 
pembulatan harga itu sudah diinformasikan secara lisan kepada konsumen, tetapi 
dalam praktiknya masih ada pembeli yang tidak mendapatkan informasi terkait 
dengan pembulatan harga tersebut.6 
Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29: 
                         
                        
 
                                                          
5 Observasi Praktik Pembulatan Harga, di 212 Mart, Paulan, Colomadu, Karanganyar, 25 
Maret 2019 
6 Encano Rybeto, Kepala Toko 212 Mart, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2019 
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Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” . 
(29) 7 
 
Pernyataan pada ayat di atas yang berbunyi “jalan yang tidak benar” 
berhubungan dengan praktik bermuamalah yang tidak sesuai dan bertentangan 
dengan syariat, dan ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap 
transaksi yang dilaksanakan harus berlaku atas dasar suka sama suka atau 
memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.8  
Pembulatan harga yang dilakukan kasir hendaknya harus meminta 
persetujuan atau pun diinformasikan kepada konsumen, karena sekecil apapun 
nilai nominal kembalian yang dibulatkan adalah hak konsumen. Terkait dengan 
praktik pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur 
yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga 
Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Praktik pembulatan harga memang 
diperbolehkan jika mengacu pada pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya 
boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada 
pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan 
                                                          
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 
153 
8 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 70 
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menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataannya pembulatan harga 
tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa 
menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran.9 
Sementara dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 
tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan tidak 
mengatur lebih jelas mengenai pembulatan harga tersebut dibulatkan ke atas atau 
ke bawah dari harga barang atau tarif jasa, sehingga pelaku usaha lebih dominan 
melakukan pembulatan harga ke atas tanpa konfirmasi, seperti yang terjadi di 
212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar.  
Jual beli yang ada di 212 Mart sangat menarik untuk diteliti karena 212 
Mart merupakan salah satu produk dari koperasi syariah, di mana segala bentuk 
transaksi yang berhubungan dengan jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah yang berlaku. Dan apakah pembulatan harga itu sudah sesuai dengan 
peraturan menteri perdagangan nomor 35 tahun 2013. Dari sinilah peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik pembulatan harga. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat masalah tersebut 
untuk dijadikan sebagai permasalahan dalam skripsi dengan judul "PRAKTIK 
PEMBULATAN HARGA DI 212 MART PAULAN, COLOMADU, 
KARANGANYAR (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan 
                                                          
9 Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif 
Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013 
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang 
Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan)". 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik pembulatan harga dalam jual beli di 212 Mart Paulan, 
Colomadu, Karanganyar? 
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan 
Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga 
barang dan tarif jasa yang diperdagangkan terhadap praktik pembulatan 
harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang akan  diteliti dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan 
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman 
harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan terhadap praktik 
pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta konstribusi 
baik praktis maupun akademis, diantaranya: 
1. Secara Teoritis 
Bagi penulis, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan 
dan ilmu pengetahuan tentang praktik pembulatan harga ditinjau dari 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan 
nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang 
diperdagangkan. 
Bagi akademis diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi 
sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi Fakultas 
Syariah dan Hukum serta menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai 
praktik pembulatan harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 tentang 
pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. 
 
2. Secara Praktis 
Sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 
pemahaman praktik pembulatan harga yang sering terjadi dalam masyarakat 
dan sebagai evaluasi kepada 212 Mart terhadap pembulatan harga yang baik 
dan benar sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku. 
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E. Kerangka Teori 
1. Akad 
a. Pengertian Akad 
Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak 
atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum 
tertentu.10 
b. Asas Berakad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: 
1) Sukarela. Yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, 
terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau 
pihak lain. 
2) Menepati janji. Yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak 
sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan 
dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. 
3) Kehati-hatian. Yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 
yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 
4) Saling menguntungkan. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi 
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi 
dan merugikan salah satu pihak. 
                                                          
10 Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 10 
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5) Kemudahan. Yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi 
kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat 
melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 
6) Itikad baik. Yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan 
kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk 
lainnya. 
7) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang 
oleh hukum dan tidak haram. 
c. Rukun akad terdiri atas: 
1) Pihak-pihak yang berakad 
2) Obyek akad 
3) Tujuan pokok akad 
4) Kesepakatan11 
2. Jual Beli 
a. Pengertian Jual Beli 
Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar benda dengan benda, 
atau pertukaran benda dengan uang.12 Intinya, antara penjual dan pembeli 
telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah 
                                                          
11 Pasal 21-22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15-16 
12 Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 10 
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berlangsung.13 Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam 
sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 275 yang 
berbunyi: 
...ۚ َاب ِّرلا َم َّرَحَو َعَْيبْلا ُ َّاللَّ َّلََحأَو… )٥٧٢( 
Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". 
(275)14 
Ayat diatas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik 
terhadap praktik ribawi oleh masyarakat arab saat itu. Dalam ayat tersebut 
ditegaskan secata ekplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak 
dan Islam membolehkannya.15  
b. Rukun Jual Beli terdiri dari: 
1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli, terdiri dari 
penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian 
tersebut. 
2) Obyek jual beli, terdiri dari benda yang berwujud maupun tidak 
berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar 
maupun tidak terdaftar. 
                                                          
13 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 
2018), hlm. 167 
 
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya..., hlm. 420 
15 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54 
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3) Kesepakatan. Dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. 
Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 
masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun 
pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat 
perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.16 
c. Syarat jual beli 
1) Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, mereka harus 
memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas, yakni sudah aqil 
balig serta berkemampuan memilih. 
2) Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Yaitu obyek jual beli 
harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik 
penuh salah satu pihak.17 
3. Harga 
Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan 
uang. Harga juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan 
manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau 
jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.18 
                                                          
16  Pasal 56-61 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 25-26 
17 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu 
Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90 
 
18 Rozalinda, Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi), (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2015), hlm. 154 
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Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat 
menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas 
dalam ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip 
adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. 
Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli  bersikap saling 
merelakan. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk 
menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan 
pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.19 
Dalam sejarah ekonomi Islam, ketika terjadi kenaikan harga terhadap 
barang-barang komoditi masa Rasul, para sahabat datang menghadap beliau 
dan memintanya untuk menetapkan harga-harga di pasar. Namun, 
permintaan itu ditolak oleh Nabi dengan jawaban “hanya Allah yang 
menetapkan harga”20, seperti yang tertera dalam hadis riwayat Ibnu Majah: 
اَنَث َّدَح  ُد َّمَحُم  ُنْب  َّنَثُمْلا ىاَنَث َّدَح ا َّجَح   ج اَنَث َّدَح  ُدا َّمَح  ُنْب  َةََملَس  ْنَع  َةَداَتَق  َو  د ْ َمُح 
  تِباَثَو  ْنَع  ِسََنأ  ِنْب   كِلاَم  َلاَق  َلَغ  ُرْع ِّسلا َىلَع  ِدْهَع  ِلوُسَر  ِالل ىَّلَص  ُالل 
 ِه ْ َلَع  َمَّلَسَو اُولاَقَف ا َْ  َلوُسَر  ِالل  ْدَق  َلَغ  ُرْع ِّسلا  ْر ِّعَسَف اََنل  َلاَقَف ا َِّنإ  َلل  َوُه 
 ُر ِّعَسُمْلا اَقْلا  ُضِب اَبْلا  ُطِس  ُقِزا َّرلا يِِّنإ وُجَْرَلَ  َْنأ ىَقْلَأ يِّبَر  َس ْْ َلَو  ََحأ  د 
يِنُُبلْط َْ   ةََملْظَمِب يِف   مَد  َلَو   لاَم  
                                                          
19 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Erlangga: 2012), hlm. 169 
20 Rozalinda, Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)…, hlm. 162 
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 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, 
telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas 
bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai 
Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah 
setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah 
yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia 
yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah 
tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal 
darah dan harta.".21 
 
Hadis ini muncul ketika masa-masa ekonomi sangat sulit, sehingga 
barang komoditi menipis. Naiknya harga barang pada masa ini karena 
tingginya permintaan terhadap barang komoditi sedangkan stok barang 
tersebut menipis bukan disebabkan oleh tindakan kesewenang-wenangan 
para pedagang. Ini berarti pasar berjalan secara alami. Dalam keadaan 
seperti ini, jika dilihat pada sikap yang diambil Rasul berarti pemerintah 
tidak punya wewenang untuk campur tangan dalam menetapkan harga 
barang komoditi di pasar. Pemerintah tersebut hanya berperan untuk 
mengamati mekanisme pasar dan mencegah terjadinyab ihtikar, jual beli 
garar, praktik ribawi serta tindakan lain yang menyebabkan terjadinya 
distrosi pasar, mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para 
pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidan dan aturan yang 
telah ditetapkan.22 
                                                          
21 Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 2191, Versi Maktabatu Al Ma’arif Riyadh Nomor 
2200 
 
22 Rozalinda, Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)…, hlm. 162 
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Dalam konsep Islam wujud suatu pasar merupakan refleksi dari 
kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhaan-kebutuhannya. Islam 
mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu 
dengan yang lain. Oleh karena itu, keterlibatan produsen, konsumen, dan 
pemerintah di pasar diperlukan guna menyamakan persepsinya tentang 
keberadaan suatu “harga”.23 Bila hal ini tercapai, maka mekanisme pasar 
yang sesuai dengan syariah Islam akan berdampak pada kesejahteraan 
masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi 
dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.24 
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 
Terkait dengan praktik pembulatan harga ini sudah ada peraturan 
pemerintah yang mengatur yaitu, pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 
tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan 
yang berbunyi: 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pelaku 
usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa, 
wajib menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah. 
(2) Penetapan harga barang dan/atau taruf jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal rupiah 
yang berlaku. 
(3) Dalam hal harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan 
nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat 
                                                          
23 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 229-230 
 
24 Abdul Sami’ Al Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, terj. Dimyauddin Djuwaini, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95 
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membulatkan harga barang dan/atau jasa dengan memperhatikan 
nominal rupiah yang beredar. 
(4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan 
kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran. 
 
Praktik pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada 
pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai 
nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada pasal yang sama ayat 
(4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan 
kepada konsumen.25 
Sementara itu dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 
2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang 
Diperdagangkan tidak mengatur lebih jelas mengenai pembulatan harga 
tersebut dibulatkan ke atas atau ke bawah dari harga barang atau tarif jasa.  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah deskripsi tentang penelitian yang sudah pernah 
dilakukan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 
bahwa penelitian yang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan ataupun 
duplikasi dari penelitian yang sudah ada. 
Skripsi yang ditulis oleh Rinda Alsifa Constantia dari Fakultas Syariah, 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembulatan Nominal 
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)”. Penelitian ini membahas mengenai 
                                                          
25 Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif 
Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013 
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Pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM merupakan hal yang tidak 
asing lagi terjadi dalam pembelian BBM di SPBU, termasuk salah satunya adalah 
pembulatan nominal dalam pembelian BBM yang terjadi di SPBU Tangen Kab 
Sragen. Pembulatan nominal dalam pembelian BBM yang terjadi di SPBU 
Tangen yang dilakukan oleh karyawan/operator SPBU tidak ada kesepakatan 
terlebih dahulu yang dilakukan oleh operator bahwasannya akan melakukan 
pembulatan harga yang seharusnya disepakati oleh pembeli. Penelitian ini 
mengakaji kesesuaian antara pembulatan nominal dalam pembelian BBM di 
SPBU Tangen dengan akad, jual beli dan juga teori ‘urf dalam tinjauan hukum 
Islam. 
Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah metode yang di 
gunakan berbeda. Dalam melakukan penelitian penulis meninjau dari Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 
2013 tentang  pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan . 
Sedangkan saudari Rinda Alsifa Constantia mengkajinya dengan teori ‘urf.26 
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Solikhin dari Fakultas Syariah dan 
Hukum, dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan 
Harga Jasa Warnet". Penelitian ini membahas tentang mekanisme terhadap 
pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak 
warnet Retronet yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, 
                                                          
26 Rinda Alsifa Constantia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Nominal 
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU Tangen Kabupaten Sragen)”, Skripsi, Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2018, hlm. 61 
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karena adanya kebijakan terjadinya pembulatan harga yang dilakukan 
sebelumnya tidak diinformasikan secara transparan baik dengan bentuk tulisan 
maupun lisan dari para operator kepada para pengguna jasa warnet, sehingga hal 
tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, 
dan pengguna Retronet sendiri tentunya yang dirugikan. Perilaku dari pihak 
pelaku usaha juga telah melanggar amanah yang merupakan salah satu dari 
prinsip etika bisnis Islam, karena dalam etika bisnis Islam jika perilaku seseorang 
diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai 
perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua 
pihak, sebaliknya apabila perilaku seseorang merugikan banyak pihak (orang 
lain) maka pasti akan ditolak karena merugikan orang lain, dan perilaku ini 
dinilai tidak etis dilakukan.27 
Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah metode yang di 
gunakan berbeda. Dalam melakukan penelitian penulis meninjau dari Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 
2013 tentang  pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan . 
Sedangkan saudara Muhammad Nur Solikhin menggunakan prinsip-prinsip etika 
bisnis. Dengan demikian, tentunya berbeda hasilnya dengan penelitian yang 
dilakukan oleh saudara Muhammad Nur Solikhin. 
                                                          
27 Muhammad Nur Sholikhin, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan 
Harga Jasa Warnet (Studi Kasus di Warnet Retronet Jl. Godean KM.7 Yogyakarta)”, Skripsi, Jurusan 
Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 64 
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Skripsi yang ditulis oleh Rizki Kila Alindi dari Fakultas Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Praktik Pembulatan Tarif Oleh 
Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”. Penelitian ini 
membahas tentang adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pos 
terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, dengan beberapa alasan namun hal tersebut masih dianggap wajar 
apabila mengetahui alasan perusahaan mengadakan pembulatan tarif. Analisis 
fiqh muamalah yang dalam hal ini terdapat dalam akad ijarah jika dihubungkan 
dengan pembulatan tarif, maka selama masih memenuhi rukun dan syarat yang 
ada dalam konsep ijarah maka pembulatan tarif tersebut masih diperbolehkan. 
Kegiatan tersebut tidaklah menyimpang jika dikaji dari segi ujrah. Hanya saja 
pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tarif yang 
dilakukan sepihak menjadikan adanya riba (tambahan) yang dilarang dalam 
Islam. Oleh sebab itu seharusnya pihak kantor pos memberikan penjelasan secara 
jelas dan transparan alasan diadakannya pembulatan tarif.28 
Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada tempat 
penelitian. Dalam melakukan penelitian penulis melakukan penelitian 
pembulatan harga di 212 Mart (minimarket) dan meninjau hukumnya dari 
kompilasi hukum ekonomi syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan. 
                                                          
28 Riski Kila Alindi, “Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap 
Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”, 
Skripsi, Jurusan Muamalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016, hlm. 77 
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Sedangkan saudari Rizki Kila Alindi melakukan penelitian di kantor pos dan 
meninjau hukumnya dari undang-undang Perlindungan konsumen dan fiqh 
muamalah. Dengan demikian, tentunya berbeda hasilnya dengan penelitian yang 
dilakukan oleh saudari Rizki Kila Alindi. 
Skripsi yang ditulis oleh Ambarwati dari fakultas syariah dan hukum, 
dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket 
Murni Kecamatan Winong, Kabupaten Pati". Skripsi ini membahas tentang 
analisis hukum Islam yang menunjukan bahwa, pembulatan harga di minimarket 
murni kecamatan winong kabupaten pati belum sepenuhnya sesuai dengan 
prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan 
pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakti 
dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada 
harga setelah dibulatkan, kecuali kasir meminta persetujuan atau pun 
menginformasikan kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga.29 
Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini lebih 
memfokuskan pada teori hukum Islam secara universal. Sedangkan penulis lebih 
memfokuskan pada Peraturan Menteri Perdagangan dan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah. 
                                                          
29 Ambarwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni 
Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, Skripsi, Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang, 
Semarang, 2017, hlm. 97  
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Skripsi yang ditulis oleh Sovi Nur Aisyah dari fakultas syariah dan ekonomi 
Islam, dengan judul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam 
Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. 
Perjuangan Cirebon). Skripsi ini membahas tentang mekanisme penetapan harga 
yang dilakukan oleh toko arafah. Mekanisme penetapan harganya menggunakan 
metode penetapan harga cost plus pricing methode, dan pada toko arafah 
menawarkan harga rendah, harga yang ditetapkan agar dapat mencapai target 
volume penjualan di mana harga ditetapkan agar dapat mencapai target volume 
penjualan, nilai penjualan, atau pangsa pasar, dengan memperkecil keuntungan, 
oleh karena itu toko arafah menerapkan penggunaan mekanisme penetapan harga 
odd price atau harga ganjil dengan tujuan untuk mencapai target penjualan.30 
Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini 
menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap penetapan harga. 
Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada tinjauan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan. 
Skripsi yang ditulis oleh Sucica dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 
dengan judul "Persepsi Konsumen terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian 
menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi ini membahas tentang Praktik 
pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di Giant MTC Panam 
diakibatkan dari penetapan harga ganjil terhadap barang-barang yang 
                                                          
30 Sovi Nur Aisyah, "Analisis Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip 
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan, Cirebon)", Skripsi, Jurusan Muamalah 
Hukum Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015, hlm. 70 
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diperjualbelikan. Praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh 
pihak Giant menurut penulis kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam 
Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan 
serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan 
tanpa persetujuan salah satu pihak (customer) dan hanya menguntungkan salah 
satu pihak serta merugikan pihak yang lain (customer). Dalam hal ini terdapat 
praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak.31 
Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini 
membahas tentang pembulatan harga ditinjau dari etika bisnis islam. Sedangkan 
penulis lebih memfokuskan pada tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dan Peraturan Menteri Perdagangan. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Adapun metode yang digunakan meliputi jenis penelitian,  sumber data, lokasi 
dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut 
akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui, yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research). Peneliti melakukan penelitian ini di 212 Mart Paulan, Colomadu, 
                                                          
31 Sucica, "Persepsi Konsumen terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian menurut 
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MCT panam)  ", Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam 
UIN Sultan Syarif  Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2013, hlm. 78 
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Karanganyar. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan deskriptif normatif, karena penelitian ini mengkaji 
hukumnya dari segi kompilasi hukum ekonomi syariah dan peraturan 
menteri perdagangan. Penelitian deskriptif merupakan gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena. Penelitian 
ini dilakukan untuk memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang 
ada di lapangan terkait dengan praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, 
Colomadu, Karanganyar. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
baik melalui wawancara maupun observasi.32 Adapun yang menjadi 
sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat 
penelitian di 212 Mart Colomadu, Karanganyar, yaitu observasi secara 
langsung dan wawancara dari kepala toko, kasir, dan beberapa pembeli 
di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-
                                                          
32 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106 
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undangan.33 Data sekuder dalam penelitian ini berupa dokumen resmi 
yang dimiliki oleh 212 Mart, seperti struk belanja, display harga yang 
tertera, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal 
dan skripsi yang akan digunakan sebagai pijakan dalam penelitian 
praktik pembulatan harga di 212 Mart. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian yaitu di 212 
Mart Jl. Adi Sucipto No. 102, Paulan Kulon, Paulan, Kecamatan Colomadu, 
Kabupaten Karanganyar. Alasan peneliti melakukan penelitian disini adalah 
karena 212 Mart merupakan salah satu produk dari koperasi syariah, di mana 
segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan jual beli harus sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dan apakah pembulatan harga 
itu sudah sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 35 tahun 
2013. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan 
praktik pembulatan harga. 
Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2019 setelah mendapatkan izin 
penelitian di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar sampai bulan Juni 
2019. 
 
 
                                                          
33 Ibid. hlm. 106 
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N
o 
Bulan Desember Februari Maret April Mei 
 
Juni 
 
Juli 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
 X                           
2 Konsultasi    X X    X             X X X     
3 Revisi 
proposal 
                            
4 Pengumpula
n Data 
         X X       X    X      X 
5 Analisis 
Data 
                       X     
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                     X X   X   
7 Pendaftaran 
Munaqasyah 
                        X    
8 Munaqasyah                            X 
9 Revisi 
Skripsi 
                           X 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data antara 
lain: 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data 
yang harus dikumpulkan dalam penelitian.34 Penelitian ini menggunakan 
teknik pengamatan terbuka, yaitu pengamatan yang diketahui oleh 
subjeknya. Sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan 
kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi.35 
Dalam penelitian ini peneliti mengalami dan mengamati secara langsung 
praktik pembulatan harga yang terjadi di 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang 
bertujuan untuk memperoleh informasi.36 Percakapan itu dilakukan oleh 
dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
                                                          
34 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 106 
35 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2017), hlm. 176 
 
36 Ibid., hlm. 113 
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terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.37 
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Yaitu 
wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 
pertanyaan yang akan diajukan.38 Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan wawancara langsung dengan kepala toko, kasir, dan 
beberapa pembeli di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan data yang diperlukan untuk menjawab masalah 
penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka.39 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa buku-buku 
yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, jurnal, dan lain 
sebagainya. 
d. Teknik Sampling 
Penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Sampling 
insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 
siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel.40 Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 
                                                          
37 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focuw Groups Sebagai Instrumen 
Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 29 
 
38 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 190 
39 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 61 
40 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta, 2006), hlm. 60 
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14 sampel untuk menjawab permasalahan tentang pembulatan harga di 
212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya bisa 
diinformasikan kepada orang lain. 41 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah 
pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat desktiptif atau 
gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena 
yang diselidiki kemudian dianalisis.42 Dalam penelitian ini peneliti 
mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk 
menggambarkan bagaimana praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, 
Colomadu, Karanganyar ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 tentang 
pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. 
 
                                                          
41 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 24 
42 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 128 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran komprehensif yang berkenaan dengan 
penelitian ini, maka sistematis pembahasannya disusun sebagai berikut: 
Bab satu adalah memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab dua  membahas tentang teori  jual beli dalam pandangan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 
2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. 
Teori jual beli meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan 
syarat jual beli, berakhirnya akad jual beli, hukum jual beli, jual beli yang 
dilarang dalam Islam, serta penetapan harga dalam jual beli. 
Bab tiga membahas tentang pelaksanaan pembulatan harga di 212 Mart 
Paulan, Colomadu, Karanganyar, menjelaskan dan menggambarkan tentang 
profil 212 Mart yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya 212 Mart, tujuan 
utama, visi, dan misi, susunan kepengurusan, pemasaran, serta macam-macam 
produk yang diperjualbelikan, managemen penetapan harga, menjelaskan tentang 
praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
Bab empat membahas tentang bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 
tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan terhadap 
praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
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Bab lima adalah penutup dengan rangkaian kesimpulan dan saran. Bagian 
kesimpulan akan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sedangkan saran-
saran akan berusaha memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. 
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BAB II 
JUAL BELI DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 
 
A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berarti pertukaran 
antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.1 Lafal 
al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 
yakni kata asy syira (beli). Dengan demikian, kata "al-bai‟ berarti jual, 
tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal 
dari kata ( َ با َعَ-ََ يَ ب َي َعَ-ََ ب َي َعا  ) bentuk jamaknya ( َ َا
 لَ ب َي َع ) yang artinya menjual. 
Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.2 
Secara hukum, Islam tidak merinci secara jelas mengenai jenis-jenis jual 
beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma 
umum yang harus menjadi pijakan bagi sebuah sistem jual beli. Norma-
norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh 
                                                          
1 Pasal 20, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 10 
2 Wati susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, "Jurnal Ekonomi Islam, 
(Jakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 172 
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umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk 
jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada.3 
2. Landasan Syara' 
Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, sunah, dan ijmak, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Al-Qur’an 
QS. Al-Baqarah: 275 
...ۚ اَب ِّرلا َم َّرَحَو َعْيَبْلا ُ َّاللَّ َّلََحأَو… ) ٥٧٢( 
Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba". 
 
QS. Al-Baqarah: 282 
... َرا  ج تَ  نَْو  ك تَْن اَّلا اَ ۃَْم  كْن  مٍَضا  ر تَْن  ع...)٥٨٥) 
Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama 
suka.” 
 
QS. An-Nisa’: 2 
... َوَْش اَ ااْو  د هَ تا  ذَْع يا بَْم ت...)٥( 
Artinya: …”Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.” 
 
 
 
                                                          
3 Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), 
hlm. 63 
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QS. An-Nisa’ 29 
                            
                              
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”4 
 
Ayat tersebut menjelaskan halalnya jual beli sekaligus ayat tersebut 
menetapkan pula untuk maksud-maksud lain, yang tidak memberikan 
faedah secara langsung terhadap halalnya jual beli. Ayat pertama 
ditetapkan untuk mengharamkan riba, ayat kedua ditetapkan untuk jual 
beli dengan suka sama suka, dan ayat ketiga ditetapkan untuk 
memberikan perhatian kepada manusia dalam mengadukan perkara di 
muka hakim dan memberikan keputusan tentang pertengkaran karena 
adanya saksi ketika jual beli terjadi.5 
b. As-sunah 
 ِهَْيلَع اللَّ ىَّلَص اللَّ ِلْوُسَر ْنَع َرَمُع ِنْبا ِنَع  َبَت اَِذإ :َلاَق ُه ََّنأ َمَّلَس َو َعَيا
 ُي َْوأ اًعْيِمَج اَناَكَو اَق َّرَفَتَي ْمَل اَم ِراَيِخْلاِب اَمُهْنِم ٍدِحاَو ُّلُكَف َِنلاُج َّرلا ُرِّيَخ  
ا َبَجَو ْدَقَف َكِلَذ ىَلَع اَعَياَبَتَف َرَخلْا اَمُهُدََحأ َر َّيَخ ِْنإَف َرَخْلْا اَمُهُدََحأ ْيَبْل َع
 َجَو ْدَقَف َعْيَبْلا اَمُهْنِم ٌدِحاَو ْكُرْتَي ْمَلَو اَعَياَبَت َْنأ َدْعَب اَق َّرَفَت ِْنإَو َعْيَبْلا َب . 
 
                                                          
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153 
5 Silah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 68 
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Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau 
bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual 
beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak 
khīyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih 
berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khīyarnya 
kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak 
memberikan hak khīyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, 
maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah 
sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara 
mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah 
terjadi (juga)”.6 
 
c. Ijmak 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang 
lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.7 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 
tiga, yaitu: 
a. Pelaku akad, yang meliputi syarat-syarat berikut ini: 
1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah 
jual belinya. 
2) Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain. 
                                                          
6 Hadis Riwayat Muslim Nomor 1532, Versi Maktabatu Al Ma’arif Riyadh Nomor 2825 
7 Racmat Syafe’i, Fiqh Muamalah…, hlm. 75 
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3) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum 
berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan.8 
b. Obyek akad, terdiri dari: 
1) Barang yang diperjualbelikan harus halal. 
2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada 
manfaatnya. 
3) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak 
dapat diserahkan kepada pembeli sepeti ikan yang masih berada di 
laut. 
4) Milik penuh dengan penguasaan penuh. 
5) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak. 
c. Kesepakatan 
Kesepakatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 
masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan 
usaha. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga 
yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda 
yang setara nilainya dengan objek jual beli.9 
4. Berakhirnya Akad Jual beli 
a. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli. 
                                                          
8 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar II, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 
342-343 
 
9 Pasal 62-63, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 26-27 
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b. Akad jual beli diakhiri atas kesepakatan para pihak. 
c. Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan 
barang. 
5. Hukum Jual Beli 
a. Mubah (boleh), memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas 
untuk dimanfaatkan kulitnya. 
b. Wajib, apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan 
dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak 
menjualnya.10 
c. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan dalam macam-macam 
jual beli yang dilarang. 
d. Sunat, misalnya jual beli sahabat atau keluarga yang dikasihani, dan 
kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.11 
6. Asas berakad dalam Islam 
a. Asas Ilahiah. Kegiatan muamalah tidak akan terlepas dari asas 
ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki 
tanggungjawab dan tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena 
segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
b. Asas kebebasan. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam 
bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai 
                                                          
10 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 16 
11 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: sinar baru Algensindo, 2017), hlm. 289-290 
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kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian 
maupun menentukan persyaratan lain, termasuk menetapkan cara 
penyelesaian apabila terjadi sengketa.12 
c. Asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus 
dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk 
dalam pelaksanaan muamalah. Perbuatan muamalah dapat dikatakan 
benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan 
perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. 
d. Asas tertulis. Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya 
suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi, dan 
diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan, dan 
yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu 
perikatan dilaksanakan secara tidak tunai, maka dapat dipegang suatu 
benda sebagai jaminannya. 
e. Asas keadilan, yaitu nilai yang menjadi pedoman dasar dalam 
melakukan suatu akad. Konsep keadilan dalam transaksi harus sesuai 
dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan 
tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan 
merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walaupun para pihak 
sepakat untuk melakukan. 
                                                          
12 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 91 
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f. Asas persamaan atau kesetaraan, yaitu salah satu jalan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa 
seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Untuk itu, sesama 
manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas 
kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliknya. 
g. Asas Kerelaan, yaitu salah satu acuan dasar dalam melaksanakan 
akad dalam Islam. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam 
mengenal asas transparasi karena para pihak mempunyai posisi yang 
sama dalam memahami objek akad13 
7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 
Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-
Juhalili meringkasnya sebagai berikut: 
a. Terlarang sebab Ahliah (ahli akad) 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila 
dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat dan mampu memilih 
secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya 
adalah sebagai berikut: 
1) Jual beli orang yang gila 
Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. 
Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-
lain. 
                                                          
13 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah, (Banda Aceh: Pena, 2014), hlm. 20-25 
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2) Jual beli anak kecil 
Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) 
dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan 
atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz 
yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. 
Adapun  menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, 
jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka 
antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan 
adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli dan 
pengalaman. 
3) Jual beli orang buta 
Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika 
barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). 
Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak 
sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang 
baik.14 
4) Jual beli terpaksa 
Menurut Syekh dari Bani Tamim jual beli dengan paksaan dapat 
dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama terdapat dalam 
akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini 
adalah rusak dan dianggap tidak sah. Bentuk yang kedua adalah 
                                                          
14 Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93 
39 
 
adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit 
hutang yang bertumpuk sehingga menjual apa saja yang dimiliki 
meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat. 
Sesungguhnya akad jual beli dengan cara seperti ini 
diperbolehkan secara hukum dan tidak mengandung 
keterpaksaan.15 
5) Jual beli fudul 
Jual beli fudul adalah jual beli milik orang tanpa seizin 
pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli 
ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama 
Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudul tidak sah. 
6) Jual beli orang yang terlarang 
Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, 
bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka 
menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, 
Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, 
harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli 
tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang 
tidak dapat dipegang. 
                                                          
15 Syekh Abdurrahman As-Sa’id dkk, Fiqih Jual Beli, terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan 
Publishing, 2008), hlm. 84 
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Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang 
bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah 
dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan 
Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah. Sedangkan jual beli orang 
yang sakit parah yang sudah mendekati mati, menurut jumhur 
selain Malikiyah jual beli tersebut hanya dibolehkan sepertiga dari 
harta (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut 
ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama 
Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta 
yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan lain-lain. 
7) Jual beli maljā 
Jual beli maljā adalah jual beli yang sedang dalam bahaya, yakni 
untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, 
menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah. 
b. Terlarang sebab Shigat 
Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada 
keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di 
antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh 
suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan dipandang 
tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih 
diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut: 
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1) Jual beli mut'ah 
Jual beli mut'ah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak 
akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak 
memakai ijab dan qabul. 
2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan 
Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan 
adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan 
dari āqid pertama kepada āqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, 
akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke 
tangan yang dimaksud. 
3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan  
Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khusus bagi 
yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga 
menunjukkan apa yang ada dalam hati āqid. Apabila isyarat tidak 
dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad 
tidak sah. 
4) Jual beli terdapat barang yang tidak ada ditempat akad 
Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di 
tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat inʻiqad 
(terjadinya akad).  
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5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul 
Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan 
tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama 
Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah 
menganggapnya tidak sah. 
6) Jual beli munjiz 
Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 
ditangguhkan pada waktu yang aka  datang. Jual beli ini, 
dipandang fasid menurut ulana Hanafiyah, dan batal menurut 
jumhur ulama. 
c. Terlarang sebab Maʻqud ʻAlaih (barang jualan) 
Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat 
pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang 
jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah 
apabila maʻqud ʻalaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, 
berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang 
berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada 
larangan dari syara'. 
d. Terlarang sebab syara' 
Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi 
persyaratan dan rukunnya. Namun, ada beberapa masalah yang 
diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya adalah: 
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1) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 
Menurut Ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad 
atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal. 
2) Jual beli waktu azan jum’at  
Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat 
yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan 
keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh 
tahrīm. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli 
boleh khiyār. Ulama Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu 
termasuk fasīd. 
3) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar 
Menurut ulama Habafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sahih, tetapi 
makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah 
adalah batal. 
4) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil 
Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri. 
5) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain 
Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih 
dalam khīyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk 
membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang 
lebih tinggi. 
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6) Jual beli memakai syarat 
Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik seperti, 
"saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak di 
jahit dulu." begitu pula menurut ulama Malikiyah 
membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah 
dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang 
melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak 
dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.16 
8. Penetapan Harga dalam Jual Beli 
a. Pengertian Harga 
Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan 
uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang 
atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan 
tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memerikan nilai 
finansial pada suatu produk barang atau jasa. Kaitannya dengan 
Islam, bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk 
melalui permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan 
maslahah.17 
                                                          
16 Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah....., hlm. 93-101 
 
17 Syaparuddin, Ilmu Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), 
hlm. 208 
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Dalam modul pemasaran dijelaskan bahwa harga adalah nilai 
pertukaran atas manfaat produk (baik bagi konsumen maupun bagi 
produsen) yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter (rupiah, 
dolar, yen, rupe, dan sebagainya). Harga terbentuk dan kompetensi 
produk untuk memenuhi tujuan dua pihak, yaitu produsen dan 
konsumen. Produsen memandang harga sebagai nilai barang yang 
mampu memberikan manfaat keuntungan atas biaya produksinya. 
Konsumen memandang haga sebagai nilai barang yang mampu 
memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. 
Bagi produsen, penetapan harga sangat penting dan peka. 
Keputusannya dapat mempengaruhi perkembangan, keberadaan, dan 
kemunduran usahanya. Oleh karena itu, penentuan harga perlu 
diperhitungkan dengan cermat dan hati-hati.18 
Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan 
Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara 
atau adil ('iwad al-mitsl) dan harga yang setara atau adil (tsaman al-
mitsl). Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang 
merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat 
kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal 
yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi 
                                                          
18 Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam), 
(Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 62 
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keadilan. Adapun harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-
orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal 
yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang 
yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Keadilan yang 
dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la 
dharar yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka 
dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.19 
b. Fungsi Harga 
Bagi perusahaan dan konsumen, harga berfungsi sebagi beruikut: 
1) Sumber pendapatan dan/atau keuntungan perusahaan untuk 
pencapain tujuan produsen. 
2) Pengendali tingkat permintaan dan penawaran. 
3) Mempengaruhi perilaku konsumen dan pendapatan masyarakat. 
4) Mempengaruhi progam pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi 
perusahaan.20 
c. Harga Dalam Pandangan Islam 
Ibnu Taimiyah menetapkan sabda Rasullah uang menolak 
penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya, ini 
adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan  umum. Itu 
                                                          
19 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), hlm. 232-233 
 
20 Ibid., hlm. 63-64 
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bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau 
melakukan sesuatu. Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena 
kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu.21 
Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Nabi Saw. pernah 
menetapkan harga yang adil dalam beberapa kondisi, yaitu: 
1) Kasus pembebasan budak, di mana harus ada pertimbangan 
harga yang adil dari budak tersebut tanpa adanya penambahan 
atau pengurangan harga. 
2) Kasus perselisihan antara dua orang, yakni pemilik pohon dan 
pemilik tanah. Dalam hal ini, pemilik tanah merasa terganggu 
atas pohon orang lain (pemilik pohon) yang tumbuh di area 
tanahnya, sehingga hal itu dilaporkan kepada Rasul. Kemudian 
hasil keputusannya adalah Rasul memberikan dua pilihan kepada 
pemilik pohon, yakni menyerahkan secara sukarela pohon 
tersebut kepada pemilik tanah atau menjualnya kepada pemilik 
tanah dengan imbalan ganti rugi yang setara. Dari permasalahan 
ini diketahui bahwa jika cara penyerahan barang dengan sukarela 
sulit dilakukan, maka boleh dipaksakan untuk dilakukan 
                                                          
21 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam…, hlm. 228 
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penjualan barang. Hal ini termasuk intervensi yang dilakukan 
oleh Rasulullah agar terhindar dari kerugian pihak tertentu.22 
 
B. Peraturan Menteri Perdagangan 
Pencantuman harga pada barang merupakan pencantuman label harga 
pada barang yang menunjukkan nilai barang yang ditawarkan dalam mata 
uang tertentu. Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang adalah 
memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. 
Pencantuman label harga pada barang dapat mempermudah konsumen untuk 
memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya 
dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang 
akan dibeli dengan harga terbaik.23 
Kewajiban mengenai penerapan pencantuman harga pada barang yang 
diperdagangkan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa 
yang Diperdagangkan. Tujuan dari peraturan ini adalah agar konsumen dapat 
memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang 
dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, 
sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai 
                                                          
22 Julia Farma, “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu 
Taimiyah,” Jurnal Studi Islam, (Aceh) Vol. 13 Nomor 2, 2018, hlm. 190 
 
23 Bppp.kemendag.go.id diakses 14 Juni 2019, hlm. 13 
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dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Disamping 
itu, pelaku usaha juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran harga barang 
dan/atau tarif jasa yang dicantumkan.24 
Selain hal tersebut diatas, Permendag ini juga mengatur secara lebih 
jelas mengenai teknis pencantuman harga pada barang dan jasa. Beberapa hal 
yang diatur dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut: 
1. Harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, 
disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi 
jumlah satuan atau jumlah tertentu (Pasal 3 ayat (1)). 
2. Apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak atau biaya 
tambahan lainnya, maka pencantuman harga juga harus memuat 
informasi bahwa harga tersebut sudah termasuk atau belum termasuk 
pajak atau biaya tambahan lainnya (Pasal 3 ayat (2)). 
3. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran wajib 
mencantumkan harga barang dalam satuan Rupiah, kecuali bila 
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (1)). 
4. Penetapan harga barang dan atau tarif jasa harus menggunakan mata 
uang dan nominal Rupiah yang berlaku. Apabila memuat pecahan 
nominal yang tidak berlaku maka pelaku usaha wajib membulatkan 
harga dengan tetap memperhatikan pecahan nominal yang beredar, dan 
                                                          
24 Ibid. 
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menginformasikan hal tersebut kepada konsumen (Pasal 6 ayat (2), (3) 
dan (4)).25 
Dalam hal kebenaran informasi harga barang dan tarif jasa, pelaku 
usaha wajib bertanggung jawab akan kebenaran harga barang dan tarif jasa 
yang dicantumkan. Apabila terdapat perbedaan antara harga barang dan tarif 
jasa yang dicantumkan dengan yang dikenakan saat pembayaran, maka yang 
berlaku adalah harga atau tarif yang terendah (Pasal 7 ayat (1) dan (2)). 
Untuk mendukung pelaksanaan pencantuman harga oleh para pelaku usaha, 
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan untuk 
melakukan pembinaan dan juga pengawasan. Pembinaan dilakukan tidak 
hanya kepada pelaku usaha tetapi juga kepada konsumen. Pembinaan dapat 
dilaksanakan melalui konsultasi, edukasi dan penyebaran informasi, baik 
kepada pelaku usaha maupun konsumen. Untuk meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan Permendag ini, Pemerintah menetapkan sanksi administratif 
berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan bagi pelaku usaha yang 
tidak menerapkan pencantuman harga dan tidak menetapkannya dalam mata 
uang yang berlaku (Rupiah). Sanksi administratif tersebut diberikan setelah 
diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 
                                                          
25 Ibid., hlm. 19-20 
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masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan (Pasal 9 ayat (1) dan 
(2)).26 
                                                          
26 Ibid., hlm. 20 
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BAB III 
PRAKTIK PEMBULATAN HARGA 
A. Gambaran Umum 212 Mart 
1. Sejarah 212 Mart 
Berawal dari aksi 212 pada Desember 2016, Gerakan Nasional 
Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggagas 
pembentukan Koperasi Syariah 212 yang kemudian meluncurkan secara 
resmi pendaftaran massal melalui saluran online pada tanggal 20 Januari 
2017 di Sentul, Bogor. Koperasi Syariah 212 tersebut telah resmi berdiri 
sejak 24 Januari 2017 berdasar pada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Nomor 003136/BH/M.KUKM.2/I/2017 dan Akta No. 
02 tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris 
Surjadi, SH., MKn., MM serta diterima pada 19 Januari 2017.1 
212 Mart sebagai produk dari Koperasi Syariah 212 secara resmi 
diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 Mei 2017 dengan gerai pertama 
beralamat di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh, Ruko No. 80 Taman Yasmin Sektor 
VI, Bogor. 212 Mart ini sudah mempunyai 101 gerai yang sudah tersebar di 
beberapa wilayah Indonesia salah satunya di Jl. Adi Sucipto No. 102, Paulan 
Kulon, Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.2 
                                                          
1 Koperasisyariah212.co.id diakses pada 16 Mei 2019 
2 Ibid. 
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212 Mart ini mempunyai slogan amanah, berjamaah dan izzah. 
Amanah artinya manajemen Koperasi 212 harus dijalankan dengan penuh 
amanah. Segenap insan yang terlibat didalamnya harus Sumber daya insani 
yang kompeten. Manajemen harus dilengkapi dengan seperangkat System 
Operating Procedure (SOP) dan manual yang sangat baik. Pengurus harus 
ditemani oleh Dewan Pengawas, Penasehat dan Pengawas Syariah serta 
berbagai Komite pelengkap seperti Komite Investasi, Komite Audit dan 
Komite Remunerasi dan Promosi. Secara berkala Pengurus dan manajemen 
wajib memberikan laporan kepada anggota, regulator dan masyarakat. 
Berjamaah artinya Koperasi Syariah 212 harus mampu menampung 
sebanyak mungkin potensi dan aspirasi kebangkitan ekonomi ummat Islam 
khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Koperasi ini harus dimiliki 
bersama, bukan dikuasai hanya segelintir individu atau golongan. Koperasi 
Syariah 212 juga harus memberikan manfaat ke sebanyak mungkin ummat 
Islam Indonesia dan dunia.3 
Sedangkan izzah artinya kemuliaan dan kejayaan. Dalam tataran 
individu kemuliaan artinya terpenuhinya segenap kebutuhan sandang 
pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi anggota. Dalam 
tataran bangsa, Indonesia dan ummat Islam harus menjadi bangsa yang 
bermartabat dan mandiri secara ekonomi. Hal ini tercermin dengan swa 
sembada pangan dan energi, tingginya export, surplusnya neraca 
                                                          
3 Ibid. 
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perdagangan, minimnya gini ratio kesenjangan kaya miskin, rendahnya 
angka pengangguran absolute dan semakin kecilnya jumlah si miskin dan 
keluarga pra sejahtera.4 
 
2. Tujuan Utama, Visi dan Misi 
a. Tujuan Utama 
Membangun ekonomi umat yang besar, kuat, professional dan 
terpercaya sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan 
dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. 
b. Visi 
Mampu menjadi 5 besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, 
penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada 
sektor produktif pilihan pada tahun 2025. 
c. Misi 
Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi ummat baik secara daya beli, 
produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor 
sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, profesional 
dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran 
individu/keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran 
keumatan. 
                                                          
4 Ibid. 
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d. Badan Hukum 
1) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor: 003136/BH/M.KUKM.2/I/2017. 
2) Akta No. 02 tanggal 10 januari 2017 yg dibuat dan disampaikan 
oleh Notaris SURJADI, SH., MKn., MM dan diterima pada tanggal 
19 Januari 2017.5 
e. Harmonisasi dan Sinkronisasi Ekonomi Jamaah 
 Sadar bahwa bahwa masalah ekonomi ummat begitu besar dan 
begitu komplek. Koperasi Syariah 212 sendirian tidak akan mampu 
menyelesaikan masalah ini seluruhnya. Demikian juga begitu banyak 
aspirasi yang berkembang pasca Aksi Damai 212 dalam berbagai bentuk 
gagasan usaha dan inisiatif perkumpulan. Inisiatif-inisiatif ini 
membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi yang padu dan terpusat. 
Demikian juga diseluruh pelosok tanah air telah berdiri upaya-upaya 
mulia dalam perberdayaan ekonomi syariah dan bisnis ummat 
sebelumnya. Maka diperlukan kebijakan kebijakan antara lain: 
1) Adanya investment holding yang terpusat. 
2) Holding dimiliki seluruh anggota bukan beberapa individu. 
3) Semua anggota berkesempatan memiliki kontribusi/ investasi 
dalam holding. 
                                                          
5 Ibid. 
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4) Holding adalah pemegang saham utama dan mutlak dalam anak 
anak usaha. 
5) Anggota memiliki kesempatan untuk menjadi mitra produksi, atau 
supplier atau terwaralaba dengan mengikuti segenap syarat dan 
ketentuan yang berlaku. 
6) Anggota berkewajiban untuk membesarkan dan menjadi nasabah. 
7) Unit usaha 212 berkewajiban untuk bermitra dengan sebanyak 
mungkin usaha-usaha ummat yang sudah ada dan bukan mematikan 
usaha ummat tersebut seperti warung warung sederhana dan pasar 
tradisional.6 
B. Susunan Organisasi 
212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar dalam menjalankan usahanya 
sampai saat ini memiliki 6 karyawan yang semuanya sudah dibagi dalam posisi 
tugas yang berbeda-beda, yang terdiri dari 3 orang karyawan laki-laki, 3 orang 
karyawan perempuan.  
Enam karyawan 212 Mart terbagi menjadi dua shift, yaitu untuk shift pagi 
dari jam 7.00 – 15.00 WIB, dan shift malam dari jam 15.00 – 21.30 WIB. 212 
Mart tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa ada karyawan di 
dalamnya. Maka dari itu, diperlukan adanya karyawan yang akan 
bertanggungjawab mengelola, merawat, dan menjalankan sistem operasional 
                                                          
6 Ibid. 
57 
 
toko. Sistem operasional toko sendiri telah ditentukan untuk dijalankan karyawan 
yang berada di dalam toko tersebut, tanggungjawab dan tugas karyawan 
dibedakan berdasarkan jabatan yang telah dicapai karyawan tersebut, terdapat 
karyawan yang memiliki jabatan dan tugas masing-masing yang terdiri dari: 
1. Kepala Toko: Bapak Encano Rybeto 
2. Admin: Deby 
3. Kasir: Putri dan Syifa 
4. Gudang: Fakih, Alak, dan Ahmad.7 
212 Mart dalam menjalankan operasionalnya memberikan pembagian kerja 
(job description) kepada para pegawainya sesuai dengan posisi masing-masing. 
Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya para karyawan tidak 
kebingungan akan kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilakukan selama 
bekerja dan dalam upaya mencegah saling tertukarnya posisi tugas. 
C. Pemasaran 
Pemasaran barang merupakan langkah awal untuk menjual berbagai macam 
produk ke masyarakat luas, yaitu dengan cara memperkenalkan macam-macam 
produk kepada masyarakat secara luas sehingga dapat menarik konsumen untuk 
membeli. Sistem pemasaran yang baik akan membuat suatu produk lebih dikenal 
oleh banyak masyarakat, sehingga membuat rasa ingin mencobanya. 
                                                          
7 Encano Rybeto, Kepala Toko 212 Mart, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2019 
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212 Mart melakukan strategi pemasaran kepada anggota koperasi syariah 
untuk mengajak orang-orang terdekatnya berbelanja di 212 Mart. Promosi juga 
dilakukan pada saat Jum’at berkah yang dilakukan di masjid-masjid ataupun 
tempat sosial masyarakat di sekitar 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar.8 
 
D. Macam-Macam Produk yang Diperjualbelikan 
212 Mart sebagai salah satu pilihan tempat berbelanja selalu berusaha 
menyediakan barang-barang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saat 
ini 212 Mart telah menyediakan macam-macam produk barang dari berbagai 
jenis dan merek, antara lain sebagai berikut: 
1. Aneka makanan, minuman, dan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak 
goreng, dan lain-lain. 
2. Berbagai macam alat tulis, seperti buku, pensil, bolpen, kotak pensil, 
penggaris, dan lain-lain. 
3. Perlengkapan mandi, seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, shampo, dan lain-
lain. 
4. Berbagai macam merk bumbu dapur, seperti royco, sasa, ajinomoto, desaku, 
bumbu racik indofood, dan lain-lain. 
5. Berbagai macam produk kecantikan, seperti wardah, inez, pond’s, marina, 
dan lain-lain 
                                                          
8 Ibid. 
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6. Berbagai macam obat-obatan, seperti minyak kayu putih, promag, GPU, 
freshcare, minyak cap kapak, dan lain-lain.9 
E. Managemen Penetapan Harga 
Sebelum konsumen membeli barang, konsumen bisa melihat display harga 
barang di setiap rak terlebih dahulu. Harga yang ditetapkan oleh 212 Mart 
disesuaikan dengan kualitas produk. Harga ditetapkan berdasarkan harga asli 
setiap produk dari supplier ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati 
dan ditambah dengan biaya lain-lain, dari akumulasi tersebut akan menjadi harga 
display di rak yang akan dipasang oleh pramuniaga. Harga tersebut dapat 
berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan pasar.  
Kepala toko 212 Mart mengatakan alasan kenapa tidak menetapkan harga 
pas, adalah sebagai salah satu trik atau strategi melatih konsumen untuk berinfak 
walaupun hanya dalam nominal yang sangat sedikit. 212 Mart berada di tengah 
masyarakat dengan keadaan tingkat pendapatan konsumen yang tidak bisa 
diprediksi secara pasti, maka dalam mekanisme penetapan harga sangat 
disesuaikan dengan kualitas komoditas setiap barang atau produk, harga yang 
telah ditetapkan itu masuk dalam harga normal dan umum sehingga masyarakat 
sebagai konsumen bisa menjangkaunya. 
 
 
                                                          
9 Observasi Praktik Pembulatan Harga, 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar, 12 Juni 
2019 
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F. Praktik Pembulatan Harga  
Jual beli merupakan salah satu aktivitas/pekerjaan yang umum dilakukan, 
karena selain diperbolehkan menurut agama, jual beli juga dapat menjadi sarana 
yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya jual beli yang dilakukan 
di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar, sebagai salah satu tempat jual beli 
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 
212 Mart adalah merek minimarket Koperasi Syariah 212. 212 Mart 
menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, 
perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. Masyarakat saat ini memang 
lebih banyak memilih untuk berbelanja di pasar-pasar swalayan yang kini telah 
banyak dijumpai diberbagai tempat. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih 
praktis bila berbelanja di pasar swalayan, tidak perlu susah-susah menawar, dan 
tidak harus merasakan pengapnya udara pasar. Tetapi dengan memilih untuk 
berbelanja di pasar swalayan berarti masyarakat harus sedikit membayar lebih 
mahal dari pada harga di pasar tradisional. 
Saat ini penyediaan uang receh memang menjadi suatu masalah yang klasik 
bagi para pedagang. Hal ini memaksa para pedagang sendiri, khususnya 
pengelola pasar swalayan melakukan praktik penggenapan uang sisa pembelian. 
Dan praktik penggenapan seperti ini banyak dijumpai di berbagai pasar swalayan 
di indonesia salah satunya di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
212 Mart dalam menggenapkan uang sisa kembalian hanya dalam 
nominal Rp. 50,- saja, misalnya apabila pembeli berbelanja dengan total 
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belanjaan sebesar Rp. 1.950,- maka kasir akan meminta pembeli untuk 
membayar sebesar Rp. 2.000,-. Pembulatan harga ini dilakukan sepihak oleh 
kasir tanpa meminta persetujuan dari pembeli terlebih dahulu. 
Dari kasus pembulatan harga tersebut penulis melakukan wawancara 
guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak-pihak yang 
bersangkutan seperti kepala toko, kasir, dan beberapa pembeli di 212 Mart 
Paulan,  Colomadu, Karanganyar. 
Menurut bapak Encano Rybeto (34 tahun), Sebagai kepala toko di  212 
Mart Paulan,  Colomadu, Karanganyar, terkait dengan pembulatan harga ini 
memang dilakukan di 212 Mart dengan alasan untuk melatih pembeli dalam 
berinfak walaupun dengan nominal yang sangat kecil. Uang yang dibulatkan 
tersebut akan dimasukkan ke dalam infak. Pembulatan harga itu hanya 
dilakukan pada pecahan yang tidak beredar lagi di masyarakat, seperti 
nominal Rp 50,- dan harus diinformasikan kepada pembeli, karena berapapun 
nominal yang di infakkan itu adalah hak pembeli, dan jika tidak 
diinformasikan akan mengurangi nilai kesucian akad dalam jual beli tersebut. 
Kepala toko akan memberikan  teguran kepada kasir jika pembulatan harga itu 
tidak diinformasikan kepada konsumen.10 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan kasir di 212 Mart 
untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembulatan harga di 212 Mart 
                                                          
10 Encano Rybeto, Kepala Toko 212 Mart, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2019, jam 16.00 
WIB 
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yang bernama Debby (23 tahun). Debby mengatakan bahwa pembulatan harga 
itu memang terjadi di 212 Mart karena itu sudah menjadi kebijakan dari 212 
Mart. Pembulatan harga itu dilakukan dengan tujuan untuk melatih 
masyarakat dalam berinfak. Pembulatan harga itu dilakukan hanya pada 
pecahan Rp 50,- saja dan pembulatan harga itu selalu diinformasikan kepada 
konsumen, karena sekecil apapun uang yang diinfakkan itu adalah hak dari 
konsumen. Terkadang apabila ada kembalian Rp 100,- kasir akan 
menawarkan kembaliannya untuk diinfakkan di 212 Mart. Terkait dengan 
pembulatan harga tersebut terkadang memang tidak diinformasikan kepada 
konsumen karena toko sedang ramai, dan terkadang juga kasir lupa untuk 
menginformasikannya hal tersebut kepada konsumen.11 
Mengenai  pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar penulis mendapatkan informasi melalui wawancara kepada 
beberapa pembeli yang dapat mewakili sebagian masyarakat mengenai 
pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
Fatma (22 tahun) beralamat di desa Guli Lor, Nogosari, Boyolali, 
pembeli di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. Fatma mengatakan 
bahwa pernah mengalami pembulatan harga ketika berbelanja di 212 Mart 
dengan total belanjaan sebesar Rp. 4.350,- dan dan membayar dengan uang 
Rp. 5.000,- di mana seharusnya Fatma menerima kembalian sebesar Rp. 650,- 
disini Fatma hanya menerima kembalian Rp. 600,- saja. Fatma sama sekali 
                                                          
11 Debby, Kasir 212 Mart, Wawancara Pribadi, 5 April 2019, jam 13.30 WIB 
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tidak tahu bahwa pembulatan harga Rp. 50,- tersebut dimasukan kedalam 
infa’ karena tidak ada informasi sebelumnya dari dari kasir terhadap hal 
tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena tujuan pembulatan harga tersebut 
untuk melatih pembeli dalam berinfak tetapi pembeli sendiri tidak mengetahui 
pembulatan harga tersebut.12 
Ibu Winarsih (45 Tahun) beralamat di desa Guli Lor, Nogosari, 
Boyolali, pembeli di 212 mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. Ibu winarsih 
juga mengalami pembulatan harga pada saat berbelanja di 212 Mart dengan 
total belanjaan sebesar Rp. 13.150,- dan beliau membayar dengan uang Rp. 
13.200,- disini seharusnya  ibu Winarsih menerima uang kembalian Rp. 50,- 
di sini ibu Winarsih tidak menerima uang kembalian sama sekali. Beliau juga 
tidak tahu pembulatan harga itu dimasukkan kedalam infak.13 
Diah Kurniawati (21 Tahun) beralamat di Kartasuro, pembeli di 212 
Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. Diah mengatakan bahwa sering 
berbelanja di 212 Mart karena harganya lebih murah, produk yang 
diperjualbelikan terjamin halal dan berbaur syariah, pelayanannya juga baik. 
Pada saat peneliti melakukan wawancara, diah berbelanja dengan total 
belanjaan sebesar Rp. 21. 650,- dan membayar dengan uang Rp. 25.000,- di 
mana diah seharusnya mendapatkan kembalian sebesar Rp. 3.350,- disini diah 
menerima uang kembalian Rp. 3.300,-. Diah juga tidak mengetahui jika 
                                                          
12 Fatma, Pembeli di 212 Mart, Wawancara Pribadi, 18 April 2019, jam 19.00 WIB 
13 Winarsih, Pembeli di 212 Mart, Wawancara Pribadi, 5 April 2019, jam 19.00 WIB 
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pembulatan harga tersebut dimasukkan kedalam infak. Diah mengatakan 
seharusnya kasir menginformasikan hal tersebut kepada pembeli supaya 
pembeli mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk infak bukan untuk 
keuntungan pribadi perusahaan.14 
Ibu Tanti (35 Tahun) beralamat di Ngemplak, Boyolali, pembeli di 
212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. Ibu Tanti pernah berbelanja di 212 
Mart dan mengalami pembulatan harga dengan berbelanja dengan total 
belanjaan sebesar Rp. 30.550,- dan beliau membayar dengan uang sebesar Rp. 
40.000,- di mana ibu Tanti seharusnya mendapatkan kembalian sebesar Rp. 
9.450,- disini ibu Tanti hanya menerima kembalian sebesar Rp. 9.400,- saja. 
Ibu tanti mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui pembulatan harga 
tersebut dan baru mengetahui ketika membaca struk belanja bahwa 
pembulatan harga itu dimasukkan kedalam infak. Ibu Tanti mengatakan 
alangkah lebih bagusnya jika pembulatan harga itu diinformasikan kepada 
konsumen/pembeli supaya tahu bahwa mereka sedang berinfak walaupun 
dengan nominal yang sangat kecil.15 
Ibu Sulastri (50 Tahun) beralamat di Colomadu, Karanganyar, pembeli 
di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. Ibu Sulastri juga pernah 
berbelanja di 212 Mart dan mengalami pembulatan harga ketika berbelanja. 
                                                          
14 Diah Kurniawati, Pembeli di 212 Mart, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2019, jam 16.45 
WIB 
 
15 Tanti, Pembeli di 212 Mart, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2019, jam 19.00 WIB 
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Ibu Sulastri berbelanja dengan total belanjaan sebesar Rp. 17. 950,- dan 
membayar dengan uang Rp. 20.000,- di mana ibu Sulastri seharusnya 
menerima uang kembalian sebesar Rp. 2.050,- disini ibu Sulastri hanya 
menerima uang kembalian sebesar Rp. 2.000,- saja. Ibu Sulastri juga tidak 
mengetahui bahwa ada pembulatan harga sebesar Rp. 50,- yang dimasukkan 
ke dalam infak.16 
Menurut informasi yang penulis dapatkan dari wawancara kepada 
beberapa pembeli di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar tidak ada 
satupun pembeli yang mendapatkan informasi atas pembulatan harga tersebut. 
Kepala toko mengatakan bahwa pembulatan harga itu harus diinformasikan 
kepada konsumen, tetapi dalam praktiknya pihak kasir tidak 
menginformasikan hal tersebut kepada konsumen ketika terjadi pembulatan 
harga. Sekarang ini jika dilihat dan diamati praktik pembulatan harga dari sisa 
uang kembalian telah menjadi suatu kebiasaan yang umum dilakukan di 
Supermaket, swalayan, minimarket, dan toko-toko lainnya. Meskipun 
sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen telah menganggap hal 
tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, akan tetapi masih ada juga 
sebagian dari masyarakat yang merasa kurang puas jika praktik pembulatan 
harga itu dilakukan. Hal ini tentu tetap harus dijadikan bahan pertimbangan 
oleh pengusaha toko khususnya 212 Mart agar seminim mungkin menghindari 
praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian milik konsumen ataupun 
                                                          
16 Sulastri, Pembeli di 212 Mart, Wawancara Pribadi, 14Juni 2019, jam 16.00 WIB 
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jika pembulatan harga itu dilakukan harus menginformasikan terlebih dahulu 
kepada konsumen supaya mereka mengetahui pembulatan harga tersebut. 
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BAB IV 
ANALISIS PEMBULATAN HARGA DI 212 MART  
PAULAN, COLOMADU, KARANGANYAR 
 
Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai praktik pembulatan harga 
ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang 
Diperdagangkan. 
A. Analisis Pembulatan Harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah 
Ekonomi Syariah dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok orang, badan 
usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi 
kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan KHES untuk menjadi acuan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang ada di 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar. Peneliti mengambil Bab Bai’ karena sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan yaitu berkaitan dengan pembulatan harga dalam jual beli. Dalam hal 
ini, peneliti berfokus pada: 
1. Bagian Pertama yaitu Rukun Bai’ Pasal 56: 
Rukun bai’ terdiri atas pihak-pihak, obyek, dan kesepakatan.  
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a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli, terdiri dari penjual 
dan pembeli. Penjual adalah orang yang menyediakan barang dan jasa, 
sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhkan barang atau jasa 
tersebut. Maka dalam jual beli yang terjadi di 212 Mart sudah 
memenuhi rukun akad yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli. 
b. Obyek jual beli, terdiri dari benda yang berwujud maupun tidak 
berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar 
maupun tidak terdaftar. Dalam transaksi jual beli barang yang diperjual 
belikan juga harus jelas keberadaan barangnya. 212 Mart menjual 
berbagai macam aneka makanan, minuman, alat tulis, peralatan mandi, 
bumbu dapur, obat-obatan, produk kecantikan, dan lain sebagainya. 
Maka dalam jual beli yang terjadi di 212 Mart sudah memenuhi rukun 
akad yang kedua yaitu adanya objek yang diperjual belikan. 
c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. 
Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 
masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan 
usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, 
maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. 
Jual beli di 212 Mart adalah jual beli di mana pembeli memilih 
sendiri barang dan setiap barang sudah tertera harganya. Setelah pembeli 
memilih barang kemudian dibawa ke kasir untuk memperoleh total barang 
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yang harus dibayar. Dalam jual beli tersebut terdapat unsur pembulatan 
harga yang dilakukan sepihak oleh kasir 212 Mart tanpa meminta 
persetujuan ataupun menginformasikan hal tersebut kepada konsumen. 
Dalam pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa 
penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang 
diwujudkan dalam harga. Kemudian Pasal 63 menyebutkan bahwa penjual 
wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah 
disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara 
nilainya dengan obyek jual beli. Dalam jual beli harus memenuhi rukun jual 
beli salah salah satunya adalah adanya kesepakatan antara penjual dan 
pembeli. Pembeli berhak untuk mengetahui bahwa terjadi pembulatan harga 
dan pembulatan harga tersebut dipergunakan untuk apa.  
2. Bagian Ketujuh yaitu Hak Yang Berkaitan Harga Dan Barang  
Dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi 
“penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang 
dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.” Semua transaksi jual beli 
yang dilakukan antara penjual dan pembeli pasti ada kesepakatan harga yang 
disepakati terlebih dahulu diawal transaksi. Berdasarkan objek harga dalam 
hukum Islam, dijelaskan mengenai harga yang berarti tsaman, yaitu harga 
yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam sebuah akad.  
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Dalam hukum Islam, jual beli juga menjelaskan mengenai syarat harga 
yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli diantaranya adalah: 
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
Dalam praktik jual beli yang terjadi di 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar sudah jelas mengenai jumlah nominal harga yang harus 
dibayar karena harga-harga barang tersebut sudah tertera dalam rak 
belanja. Tetapi ketika kita membayar dan terdapat pembulatan harga 
dari akumulasi keseluruhan barang, hal tersebut tidak diinformasikan 
kepada pembeli, sehingga tidak ada kesepakatan yang jelas antara 
penjual dan pembeli terhadap pembulatan harga tersebut.  
b. Diserahkan pada waktu akad. Jual beli di 212 Mart barang diserahkan 
pada waktu akad transaksi yang berupa uang dan barang. 
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, 
maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan 
syara’ seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai 
dalam syara’. Tetapi dalam praktik jual beli di 212 Mart terjadi 
pertukaran uang dan barang yang berupa aneka makanan, minuman, alat 
tulis, peralatan mandi, bumbu dapur, obat-obatan, produk kecantikan, 
dan lain sebagainya. 
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Setelah penulis mendapatkan informasi melalui wawancara mengenai 
praktik pembulatan harga di 212 Mart bahwa dalam jual beli tersebut 
terdapat pembulatan harga yang dilakukan sepihak oleh kasir tanpa meminta 
persetujuan dari pembeli apakah sepakat uang tersebut dibulatkan atau tidak. 
Dengan demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan rukun jual beli dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu adanya kesepakatan antara dua 
belah pihak. 
B. Analisis Pembulatan Harga ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa 
yang Diperdagangkan. 
Peraturan terkait dengan pencantuman harga pada barang dan atau jasa 
yang diperdagangkan dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan keberdayaan 
konsumen dalam memilih dan menentukan barang dan atau jasa yang akan 
dikonsumsi. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK) yang menyebutkan bahwa salah satu 
hak dari konsumen adalah untuk memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa 
sesuai dengan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan. Terkait dengan hal 
tersebut, konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.1  
                                                          
1 Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kementrian Perdagangan, 2015, hlm. 17 
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Untuk mendukung konsumen dalam memperoleh haknya tersebut, 
pemerintah menerbitkan peraturan yang khusus mengatur tentang pencantuman 
harga pada barang dan atau jasa yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga 
pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Peraturan ini diterbitkan pada 
Juli 2013, dan mulai berlaku pada Januari 2014. Kewajiban pelaku usaha terkait 
dengan pencantuman harga, dengan jelas dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1): 
“Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau 
jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang dan tarif jasa secara 
jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.” Kewajiban ini berlaku untuk semua 
pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa secara eceran, baik yang 
diperdagangkan secara konvensional maupun secara online. 
Dalam hal informasi yang mudah diakses, pelaku usaha harus 
mencantumkan harga di lokasi yang berada dekat dengan gambar barang yang 
ditawarkan pada situs belanja online, dengan satuan dan nilai tukar yang jelas, 
sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh konsumen. Selain itu, informasi lain 
terkait biaya tambahan seperti biaya kirim dan pajak, harus juga dicantumkan 
oleh pelaku usaha, sehingga konsumen bisa memperoleh informasi yang jelas, 
benar dan jujur mengenai barang dan atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen. 
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Selain hal tersebut di atas, Permendag ini juga mengatur secara lebih jelas 
mengenai teknis pencantuman harga pada barang dan jasa. Beberapa hal yang 
diatur dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut: 
1. Harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, 
disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi 
jumlah satuan atau jumlah tertentu (Pasal 3 ayat (1)). Di 212 Mart, harga-
harga tersebut sudah ditempatkan di setiap rak belanja, sehingga 
memudahkan pembeli untuk melihat harga barang yang akan dibeli. 
2. Apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak atau biaya tambahan 
lainnya, maka pencantuman harga juga harus memuat informasi bahwa 
harga tersebut sudah termasuk atau belum termasuk pajak atau biaya 
tambahan lainnya (Pasal 3 ayat (2)). Di 212 Mart tidak terdapat biaya 
tambahan apapun. 
3. Penetapan harga barang dan atau tarif jasa harus menggunakan mata uang 
dan nominal Rupiah yang berlaku. Apabila memuat pecahan nominal yang 
tidak berlaku maka pelaku usaha wajib membulatkan harga dengan tetap 
memperhatikan pecahan nominal yang beredar, dan menginformasikan hal 
tersebut kepada konsumen (Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4)).  Penetapan harga di 
212 Mart masih menggunakan pecahan nominal yang tidak berlaku, yaitu 
pecahan Rp. 50,-. Jika pembeli berbelanja dan terdapat pecahan nominal Rp. 
50,- maka harga tersebut akan dibulatkan keatas, dan pembulatan harga 
tersebut tidak diinformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Jika 
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terdapat pembeli yang tidak rela terhadap pembulatan harga untuk infak 
tersebut, maka 212 Mart akan mengembalikan kembalian Rp. 50,- dengan 
uang Rp. 100,- sebagai gantinya. 
Jika mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4), pembulatan harga tersebut 
memang diperbolehkan, tetapi harus diinformasikan kepada konsumen. 
Sedangkan yang terjadi di 212 Mart pembulatan harga itu dilakukan sepihak oleh 
kasir tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen. Tentu hal ini 
tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “pembulatan harga tersebut 
harus diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran”.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menguraikan masalah-masalah didalam pembahasan 
skripsi ini, serta penjelasan dengan analisisnya berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan oleh penulis dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar 
dilakukan dengan tujuan untuk melatih pembeli dalam berinfak. Kepala 
toko mengatakan bahwa pembulatan harga itu diinformasikan secara 
langsung kepada konsumen. Tetapi pada hasil wawancara kepada 
beberapa pembeli di 212 Mart tidak ada satupun pembeli yang 
mendapatkan informasi terhadap pembulatan harga tersebut. 
2. Praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar 
jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak memenuhi  
rukun jual beli, yaitu harus adanya kesepakatan. Pembulatan harga 
tersebut dilakukan sepihak oleh kasir tanpa meminta persetujuan dari 
pembeli apakah sepakat uang tersebut dibulatkan atau tidak. Dengan 
demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan rukun jual beli dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu adanya kesepakatan antara dua 
belah pihak. Sedangkan pembulatan harga juga diatur dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman 
Harga pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Dalam pasal 6 
ayat (4) sudah disebutkan bahwa pembulatan harga tersebut harus 
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diinformasikan kepada konsumen. Tetapi dalam praktiknya pembulatan 
harga tersebut dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada 
konsumen. Tentu hal ini tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (4) Peraturan 
Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga 
pada barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. 
 
B. Saran 
Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan 
mengemukakan beberapa saran terhadap pihak-pihak yang bersangkutan di 
SPBU Tangen dalam pembelian BBM, adapun saran tersebut sebagai berikut: 
1. Kepada kepala toko 212 Mart: 
a. sebaiknya memberikan arahan kepada karyawannya mengenai 
pembulatan harga dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu 
kepada konsumen jika terjadi pembulatan harga.  
b. Pembulatan harga yang dimasukkan ke dalam infak yang akan 
disalurkan setiap minggu pada Jum’at berkah di masjid-masjid 
atau panti sosial sebaiknya tercantum dalam struk belanja, supaya 
lebih jelas penyaluran infaknya. 
c. Memberikan teguran kepada karyawannya jika lalai atau lupa 
untuk menginformasikan pembulatan harga tersebut kepada 
konsumen.  
2. Kepada kasir 212 Mart, sebelum melakukan pembulatan harga  
sebaiknya meminta kesepakatan atau ijab dan qabul antara pembeli dan 
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pihak 212 Mart yang diwakili oleh kasir supaya dalam transaksi 
pembulatan harga tersebut jelas akadnya. 
3. Kepada konsumen 212 Mart, sebagai pihak pembeli seharusnya 
menanyakan sisa kembalian yang seharusnya menjadi haknya supaya 
jelas sisa kembalian dari pembelian tersebut dipergunakan untuk apa. 
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Gambaran minimarket 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar 
 
A. Wawancara Antara Penulis Dengan Kepala Toko dan Kasir 212 Mart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Wawancara Antara Penulis Dengan Pembeli di 212 Mart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
Objek Jual Beli  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
Struk Belanja Yang Terdapat Pembulatan Harga Di 22 Mart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
Pedoman Wawancara 
KEPALA TOKO 212 MART PAULAN, COLOMADU, KARANGANYAR 
1. Siapakah nama bapak, usianya berapa, jabatannya sebagai apa di 212 Mart 
Paulan, Colomadu, Karanganyar? 
2. Sudah berapa lama kerja disana? 
3. Bagaimana manajemen penetapan harganya? 
4. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembulatan harga? 
5. Uang hasil pembulatan harga tersebut dipergunakan untuk apa? 
6. Pembulatan harga tersebut dilakukan ke bawah atau ke atas? 
7. Apakah pembulatan harga tersebut disampaikan kepada konsumen? 
8. Jika tidak, apa alasannya tidak disampaikan kepada konsumen? 
9. Apakah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 
tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan? 
10. Bagaimana struktur pengurusan di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
 
KASIR 212 MART PAULAN, COLOMADU, KARANGANYAR 
1. Siapa nama mbak, usianya berapa, jabatannya sebagai apa di 212 Mart Paulan, 
Colomadu, Karanganyar? 
2. Sudah berapa lama kerja disana? 
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembulatan harga? 
4. Uang hasil pembulatan harga tersebut dipergunakan untuk apa? 
 
 
 
5. Pembulatan harga tersebut dilakukan ke bawah atau ke atas? 
6. Apakah pembulatan harga tersebut disampaikan kepada konsumen? 
7. Jika tidak, apa alesannya tidak disampaikan kepada konsumen? 
8. Apakah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 
tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan? 
 
PEMBELI DI 212 MART PAULAN, COLOMADU, KARANGANYAR 
1. Siapa nama Ibu/Mbak/Mas ,berapa umurnya, dan alamatnya dimana? 
2. Apakah sering berbelanja di 212 Mart, dan apa alasanya? 
3. Pelayanannya bagimana? 
4. Apakah selama berbelanja mengalami pembulatan haga? 
5. Jika iya, apakah pembulatan harga itu di informasikan? 
6. Bagaimana tanggapannya? Apakah mengetahui pembulatan harga itu 
dipergunakan untuk apa? 
7. Apakah rela dibulatkan dan tidak merasa rugi? 
8. Bagaimana pendapat anda tentang pembulatan harga yang dilakukan di 212 Mart 
Paulan, Colomadu , Karangnyar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
Field Notes 
 
1. Field Note 1  
Informan : Bapak Encano Rybeto  
Pekerjaan : Kepala Toko 212 Mart 
Pewawancara : Wahyu Putri Kumalasari 
Waktu : 21 Maret 2019 pukul 10.00 
Pada pukul 10.00 peneliti datang ke 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar dan bertemu langsung dengan bapak Encano Rybeto selaku kepala 
toko di 212 Mart. Peneliti mengutarakan maksud kedatangannya yaitu untuk 
melakukan penelitian terkait dengan skripsi peneliti yang membahas tentang 
pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. Setelah 
menyampaikan maksud dan tujuan melakukan penelitian di 212 Mart, peneliti 
akan diberitahu lagi apakah boleh melakukan penelitian di sana atau tidak, 
karena bapak Encano harus menanyakan terlebih dahulu kepada atasannya.1 
 
 
 
 
                                                          
1 Observasi Praktik Pembulatan Harga, d 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar, 21 
Maret 2019, jam 10.00 WIB 
 
 
 
2. Field Note 2  
Informan : Bapak Encano Rybeto 
Pekerjaan : Kepala Toko 212 Mart 
Pewawancara : Wahyu Putri Kumalasari 
Waktu : 25 Maret 2019 pukul 13.30 
Untuk kedua kalinya peneliti mendatangi 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar. Peneliti langsung bertemu dengan bapak Encano setelah 
mendapatkan kabar bahwa peneliti di izinkan melakukan penelitian disana. 
Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Encano Rybeto selaku kepala toko 
di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
 Bapak Encano mengatakan bahwa memang terjadi pembulatan harga di 
212 Mart. Pembulatan harga tersebut hanya dilakukan dalam pecahan Rp. 50,- 
saja. Pembulatan harga tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melatih pembeli 
dalam berinfak. Pembuatan harga untuk berinfak tersebut akan di salurkan pada 
saat Jum’at berkah, pantai sosial, ataupun kaum duafa setiap minggunya.  
Bapak Encano mengatakan bahwa pembulatan harga tersebut 
disampaikan kepada konsumen, karena jika tidak disampaikan akan mengurangi 
nilai kesucian dari akad jual beli yang dilakuan. Pemberitahuan tersebut 
disampaikan secara lisan oleh kasir pada saat transaksi pembayaran. Pada saat 
peneliti menanyakan apakah mengetahui Peraturan Pemerintah yang mengatur 
 
 
 
tentang pembulatan harga, kepala toko mengaku bahwa belum mengetahui 
tentang Peraturan Menteri tersebut.2 
 
3. field Note 3 
Informan : Debby 
Pekerjaan : Kasir 212 Mart 
Pewawancara : Wahyu Putri Kumalasari 
Waktu : 5 April 2019 pukul 13.20 
Pada pukul 13.20 peneliti mengunjungi 212 Mart untuk melakukan 
observasi dan wawancara dengan kasir dan juga beberapa pembeli di 212 Mart. 
Peneliti menanyakan beberaa pertanyaan kepada kasir terkait dengan pembulatan 
harga. Saudari Debby mengatakan bahwa pembulatan haraga tersebut memang 
terjadi di 212 Mart dengan alasan untuk melatih pembeli dalam berinfak. Infak 
tersebut akan disalurkan pada saat Jum’at berkah ke pantai-panti sosial, masjid, 
ataupun kaum duafa. 
Terkait dengan pembulatan harga tersebut di informasikan atau tidak, 
kasir terkadang tidak menginformasikan kepada pembeli karena toko sedang 
ramai, terkadang juga kasir lupa menginformasikan hal tersebut kepada pembeli. 
                                                          
2 Bapak Encano Rybeto, Kepala Toko 22 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar, 
wawancara pribadi, 25 Matret 2019, pukul 13.30 WIB 
 
 
 
Pembulatan harga tersebut seharusnya disampaikan secara lisan kepada pembei 
saat transaksi pembayaran..3 
 
4. Field Note 4  
Informan : Fatma 
Pekerjaan : Swasta (Pembeli di 212 Mart) 
Pewawancara : Wahyu Putri Kumalasari 
Waktu  : 18 Maret 2019 pukul 19.00 
Pada pukul 19.00 peneliti mengunjungi rumah Fatma, setelah bertemu 
dengan Fatma dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti datang ke rumah, 
peneliti langsung mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait dengan 
pembulatan harga yang terjadi di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
Fatma baru dua kali berbelanja di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
Fatma membeli susu dengan total harga sebesar Rp. 4.350,- dan 
membayar dengan uang Rp. 5.000,-. Fatma hanya menerima uang kembalian Rp. 
600,- saja, padahal seharusnya Fatma menerima uang kembalian Rp. 650,-. 
Fatma tidak mendapatkan informasi uang Rp. 50,- itu akan dikemanakan. Setelah 
membaca struk belanja ternyata uang tersebut digunakan untuk infak. Fatma 
mengatakan bahwa seharusnya pembeli diberitahu terkait dengan pembulatan 
                                                          
3 Debby, Kair 212 Mart, wawancara pribadi, 5 April, jam 13.00 WIB 
 
 
 
harga itu, supaya berbeda dengan minimarket lain yang tidak berbaris syariah. 
Uang infak tersebut seharusnya juga jelas disalurkan kemana.4 
 
5. Field Note 5  
Informan : Ibu Winarsih 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Pembeli di 212 Mart) 
Pewawancara : Wahyu Putri Kumalasari 
Waktu : 5 Apri 2019 pukul 19.00 
Pada pukul 19.00 peneliti mengunjungi rumah ibu Winarsih, setelah 
bertemu dengan ibu Winarsih dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti 
datang ke rumah, peneliti langsung mengajukan pertanyaan demi pertanyaan 
terkait dengan pembulatan harga yang terjadi di 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar. Ibu Winarsih baru pertama kali berbelanja di 212 Mart Paulan, 
Colomadu, Karanganyar. 
Ibu Winarsih berbelanja dengan total belanjaan sebesar Rp. 13. 150,- dan 
beliau membayar dengan uang Rp. 13.200,-. Ibu Winarsih tidak menerima uang 
kembalian sama sekali, padahal seharusnya ibu Winarsih menerima uang 
kembalian Rp. 50,-. Ibu Winarsih tidak mengetahui uang Rp. 50,- tersebut 
                                                          
4 Fatma, Pembeli di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar, wawancara pribadi, 18 
Maret 2019, pukul 19.00 
 
 
 
dimasukkan kedalam infak, dan beliau baru mengetahui setelah membaca struk 
belanja. 5 
 
6. Field Note 6 
Informan : Diah Kurniawati 
Pekerjaan : Mahasiswa (Pembeli di 212 Mart) 
Pewawancara : Wahyu Putri Kumaasari 
Waktu : 12 Juni 2019 pukul 16.45 
Pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 16.45 peneliti bertemu dengan Diah di 
212 Mart. Diah adalah salah satu mahasiswa di Universitas Sebelas Maret. Diah 
sering berbelanja di 212 Mart, karena barang yang diperjualbelikan lebih murah 
daripada minimarket lain. Selain itu, karyawannya juga ramah dan barang yang 
diperjualbelikan terjamin kehalalannya karena 212 Mart adalah minimarket 
berlabel syariah. 
Pada saat peneliti melakukan wawancara, diah berbelanja dengan total 
belanjaan sebesar Rp. 21. 650,- dan membayar dengan uang Rp. 25.000,- dimana 
diah seharusnya mendapatkan kembalian sebesar Rp. 3.350,- disini diah 
menerima uang kembalian Rp. 3.300,- saja. Diah juga tidak mengetahui jika 
pembulatan harga tersebut dimasukkan kedalam infak. Diah mengatakan 
seharusnya kasir menginformasikan hal tersebut kepada pembeli supaya pembeli 
                                                          
5 Ibu Winarsih, Pembeli di 212 Mart, wawancara pribadi, 5 April 2019, pukul 1719.00 
WIB. 
 
 
 
mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk infak bukan untuk keuntungan 
pribadi perusahaan.6 
 
7. Field Note 7  
Informan : Ibu Tanti 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Pembeli di 212 Mart) 
Pewawancara : Wahyu Putri Kumalasari 
Waktu : 13 Juni 2019 pukul 19.00  
Pada pukul 19.00 peneliti mengunjungi rumah ibu Tanti, setelah bertemu 
dengan ibu Tanti dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti datang ke rumah, 
peneliti langsung mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait dengan 
pembulatan harga yang terjadi di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. Ibu 
Tanti baru pertama kali berbelanja di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar. 
Ibu Tanti pernah berbelanja di 212 Mart dan mengalami pembulatan 
harga dengan berbelanja dengan total belanjaan sebesar Rp. 30.550,- dan beliau 
membayar dengan uang sebesar Rp. 40.000,- dimana ibu Tanti seharusnya 
mendapatkan kembalian sebesar Rp. 9.450,- disini ibu Tanti hanya menerima 
kembalian sebesar Rp. 9.400,- saja. Ibu tanti mengatakan bahwa beliau tidak 
mengetahui pembulatan harga tersebut dan baru mengetahui ketika membaca 
struk belanja bahwa pembulatan harga itu dimasukkan kedalam infak. Ibu Tanti 
mengatakan alangkah lebih bagusnya jika pembulatan harga itu diinformasikan 
                                                          
6 Diah Kurniawati, Pembeli 212 Mart, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2019, jam 16.45 WIB 
 
 
 
kepada konsumen/pembeli supaya tahu bahwa mereka sedang berinfak walaupun 
dengan nominal yang sangat kecil.7 
 
8. Field Note 8  
Informan : Ibu Sulastri 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Pembeli di 212 Mart) 
Pewawancara : Wahyu Putri Kumalasari 
Waktu : 14 Juni 2019 pukul 16.00 
Pada pukul 16.00 peneliti mengunjungi rumah ibu Sulastri, setelah 
bertemu dengan ibu Sulastri dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti datang 
ke rumah, peneliti langsung mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait 
dengan pembulatan harga yang terjadi di 212 Mart Paulan, Colomadu, 
Karanganyar. Ibu Sulastri baru pertama kali berbelanja di 212 Mart Paulan, 
Colomadu, Karanganyar. 
Ibu Sulastri juga pernah berbelanja di 212 Mart dan mengalami 
pembulatan harga ketika berbelanja. Ibu Sulastri berbelanja dengan total 
belanjaan sebesar Rp. 17. 950,- dan membayar dengan uang Rp. 20.000,- dimana 
ibu Sulastri seharusnya menerima uang kembalian sebesar Rp. 2.050,- disini ibu 
Sulastri hanya menerima uang kembalian sebesar Rp. 2.000,- saja. Ibu Sulastri 
                                                          
7 Tanti, Pembeli di 212 Mart, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2019, jam 19.00 WIB 
 
 
 
juga tidak mengetahui bahwa ada pembulatan harga sebesar Rp. 50,- yang 
dimasukkan ke dalam infak.8 
 
 
 
 
                                                          
8 Sulastri, Pembeli di 212 Mart, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2019, jam 16.00 WIB 
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